WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka
perlu  menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 27

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999,
tentang  Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten  Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten
Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah dirubah denagn
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas ‘Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementeria
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; '

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi
dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BATAM NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor
534) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 8
Struktur Organisasi PLID terbagi dalam 7
(tujuh) kelompok, yaitu:
a. Pembina;
Pengarah selaku Atasan PPID;
Tim Pertimbangan;
PPID Utama,;
PPID Pembantu;

Pejabat Fungsional;dan/atau

-0 o o o

g. Bidang Pendukung.

Bagan  Struktur organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

Pasal 13

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf d, adalah Kepala Dinas
Komunikasi dan Informasi Daerah.

PPID Utama bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

PPID Utama mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi;

¢. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan  bahan informasi  dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;



€. melakukan verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;

f.  melakukan uji konsekuensi atas informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan
sesuai - dengan SOP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Walikota ini; »

g melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

h.. menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan informasi dan dokumentasi
yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat
kerja secara berkala dan/atau sesuai
dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi
yang layak untuk dipublikasikan;

L. menugaskan PPID Pembantu - dan/atau
Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan,
mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan
sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kriteria PPID Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e adalah:

a. merupakan Pejabat Struktural yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
PPID pada OPD dan BUMD, kecuali
dibawah OPD PPID Utama dijabat oleh
Kepala Bidang yang melaksanakan tugas
dan fungsi lingkup pengelolaan informasi;
dan

b. memiliki kompetensi di bidang
pengelolaan informasi dan dokumentasi
serta pelaksanaan pelayanan informasi
publik.



Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28Januari 2020

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR #18

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Kepala Bagian Huku

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK | NIP. 19740723 200212 1 005



STRUKTUR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : & TAHUN 2020

TANGGAL : 28 JANUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BATAM NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

- INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOTA BATAM

Pembina
Walikota
Wakil Walikota
Tim Pertimbangan
Pengarah Pejabat Eselon ILb Setdako,
Selaku Atasan PPID Pimpinan Perangkat Daerah
Sekretaris Daerah dan Kabag Hukum Setdako
| |
PPID Utama Pejabat Eselon II
Dinas Komunikasi dan Informatika
PPID Pembantu ,
Pejabat Eselon III Perangkat Daerah
Bidang Pengelolaan Informasi Publik
dan/atau Bidang Kehumasan
| ] | I
; Bidang Bidan Bid

Bidang Pengolahan Pel 9 F '-?tng-

Sekretariat o Informasi dan Sengketa

ekretaria Klasifikasi : ;

PLID ' Dokumentasi Informasi

Informasi

] l |

Pejabat Fungsional

WALIKOTA BATAM

MUHAZMMAD RUDI





